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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Ukuran keberhasilan suatu organisasi, termasuk organisasi sektor publik 
adalah kinerja. Pestieau (2007) mendefiniskan kinerja sebagai capaian hasil dari 
agen (pemerintah) dalam melakukan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk 
memenuhi keinginan principal (masyarakat). Pendapat lain mengenai definisi 
kinerja di sampaikan oleh Kreitner dan Kinicki (2005), kinerja organisasi 
merupakan tingkat capaian dari tujuan organisasi dalam hubungannya dengan 
pekerjaan yang dilakukan dalam  periode tertentu. Pengertian ini apabila 
dihubungkan dengan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) maka kinerja 
merupakan capaian OPD atas suatu target kinerja yang bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan 
yang dituangkan dalam alokasi anggaran dan diatur dalam undang-undang. 
Wan (2006) membagi kinerja dalam tiga komponen yaitu kinerja sebagai 
suatu hasil, suatu proses  dan lama waktu kerja. Selanjutnya Wan (2006) 
menambahkan bahwa hasil kerja merupakan suatu perbandingan antara target 
secara normatif organisasi dengan realisasi yang di capai, sedangkan proses 
kerja terkait dengan rangkaian aktivitas organisasi dan satuan waktu kerja terkait 
dengan kapan dilakukannya pengukuran kinerja. Dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang berlandaskan otonomi daerah diperlukan suatu instrumen 
dalam bentuk metode, alat/teknik untuk mengukurnya (Nisjar, 1997).  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi `No; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 





mendefinisikan  kinerja instansi pemerintah sebagai sebuah suatu gambaran 
tingkat capaian sasaran atau tujuan pemerintah sebagai sebuah penjabaran dari 
visi, misi serta strategi pemerintah yang mencerminkan tingkat keberhasilan dan 
kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan yang disesuaikan dengan program 
dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan 
ataupun kegagalan kinerja sektor publik, perlu dilakukan evaluasi dan 
pengukuran terhadap capaian kinerja organisasi secara berkelanjutan. Bentuk 
evaluasi dan pengukuran atas kinerja pemerintah dapat diwujudkan melalui 
evaluasi pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). 
Unsur-unsur yang dinilai dalam menilai kinerja menurut Permenpan-RB No. 
12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada beberapa hal, yaitu: 
1. Perencanaan Kinerja, yang meliputi ketepatan dan kesesuaian hasil dari 
suatu kegiatan dengan program yang telah direncanakan dan ditetapkan. 
2. Pengukuran Kinerja, yang meliputi ukuran pencapaian kinerja berdasarkan 
indikator kinerja yang telah di tetapkan serta pencapaian atas sasaran dan 
tujuan organisasi. 
3. Pelaporan Kinerja, yang meliputi pemenuhan pelaporan, kualitas penyajian 
laporan kinerjanya serta pemanfaatan laporan kinerjanya. 
4. Evaluasi Internal, meliputi evaluasi atas pencapaian program dan kegiatan 
berdasarkan realisasi dalam pelaksanaan APBD dalam periode setahun, 
serta evaluasi dampak terhadap mesyarakat. 
5. Capaian Kinerja, meliputi realisasi anggaran dengan anggaran yang telah 
ditetapkan, serta informasi-informasi mengenai pencapaian realiasi 





Berdasarkan data Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun 2017 (Abnur, 2017) hasil evaluasi 
SAKIP pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016 terdapat adanya 
peningkatan nilai rata-rata sebesar 2,95 poin dari capaian tahun 2015 sebesar 
46,92 poin menjadi 49,87 poin. Meskipun mengalami kenaikan kinerja sebesar 
2,95 poin, akan tetapi capaian tersebut masih tergolong rendah dengan capaian 
dibawah 50 poin (kategori C).  
Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Batu tahun 2016 memperoleh 
peringkat terendah di antara Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dengan 
mendapatkan nilai evaluasi sebesar 41,72 poin dengan predikat “C”. Capaian 
tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2015 sebesar 42,06. Hasil yang 
berbeda didapatkan oleh Pemerintah Kota Malang di tahun 2016 mendapatkan 
predikat “BB” dengan poin sebesar 70,95 meningkat satu level dari tahun 2015 
yang mendapat poin sebesar 61,91 dengan predikat “B”. Hasil yang positif juga 
diterima oleh Kabupaten Malang di tahun 2016 dengan mendapatkan predikat 
“B” meningkat satu level dari tahun 2015 yang mendapatkan penilaian sebesar 
58,73 poin dengan predikat “CC”.  
Hasil yang kurang maksimal di Kota Batu mencerminkan bahwa pemerintah 
belum maksimal dalam memfokuskan serta berkomitmen dalam tata kelola 
pemerintahan yang berorientasi hasil. Terlebih di tahun 2016 dan 2017 Kota Batu 
mendapatkan prestasi Anugerah Pangripta Nusantara (APN) dari Kementerian 
PPN/Bappenas atas prestasi terbaik di bidang perencanaan (Brodjonegoro. 
2017). Berikut disajikan penilaian akuntabilitas kinerja hasil evaluasi Kemenpan 
dan RB atas evaluasi SAKIP tahun 2015 dan 2016 di Kota Batu, Kota Malang 
















1 2016 C BB B 
C   = Cukup, perlu perbaikan mendasar 
CC= Cukup, sedikit perbaikan  
B   = Baik ;    
BB = Sangat Baik 
2 2015 C B CC 
Sumber : data bagian organisasi Kota Batu, bagian organisasi Kota Malang, bagian 
organisasi Kabupaten Malang 
 
Rendahnya pencapaian hasil evaluasi SAKIP pada Kota Batu tersebut bisa 
disebabkan beberapa permasalahan pokok, di antaranya belum adanya tujuan 
yang berorientasi hasil, belum adanya indikator yang jelas dan terukur, program 
dan kegiatan yang tidak sinkron serta rincian dalam kegiatan yang tidak sesuai 
dengan maksud kegiatannya. Hal tersebut berdampak pada inefisiensi 
penggunaan anggaran dalam instansi pemerintah yang menyebabkan 
pemborosan terhadap Anggaran di Pemerintah Daerah di luar belanja pegawai. 
Hubungan tingkat implementasi sistem AKIP dengan penggunaan anggaran 
sangatlah signifikan. Sistem AKIP yang selama ini hanya sebatas dokumen, 
ternyata mempengaruhi tingkat efektifitas dan efisiensi penggunan anggaran 
APBD sehingga perlu adanya perubahan terhadap sistem manajemen keuangan 
dalam instansi pemerintah. 
Perbaikan sistem administrasi keuangan sebenarnya telah mulai dilakukan 
sejak tahun 1980-an yang bermula dari sistem manajemen tradisional kemudian 
berubah menjadi sistem manajemen baru, yaitu dengan mengikuti paradigma 
New Public Management (NPM). NPM telah mengubah peran pemerintah seperti 
organisasi swasta dalam menjalankan manajemen sektor publik. Tujuan dari 





pada sektor publik (Astutiningrum, Djamhuri dan Prihatiningtyas, 2017).  Konsep 
NPM secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan paradigma di sektor 
publik, baik dalam bidang penganggaran, pelaporan maupun pengukuran kinerja. 
Dampak penerapan NPM di Indonesia sangat dirasakan baik dalam sistem 
pemerintahan ataupun dalam sistem administrasinya. Dalam sistem administrasi 
bisa dirasakan dari perubahan serta perkembangan dalam berbagai aturan 
perundang-undangan. Sedangkan dalam sistem pemerintahan, ditandai dengan 
berubahnya sistem pemerintahan dari tersentralisasi ke desentralisasi. Sistem 
pemerintahan secara desentralisasi ini baru efektif semenjak dikeluarkannya 
peraturan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian 
mengalami perubahan-perubahan yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang 
No. 23 tahun 2014.  
Perubahan tersebut memberikan wewenang yang sangat luas bagi 
pemerintah daerah dalam memberdayakan dan mengembangkan daerah secara 
mandiri melalui potensi yang ada di daerah (Yuhayani, 2008). Disamping itu, 
pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam menentukan tujuan, arah, 
kebijakan dan program kerja organisasi pemerintahan. Penerapan desentralisasi 
juga berdampak terhadap keleluasaan pemerintah daerah untuk mencari, 
mengelola serta mengalokasikan dana yang digunakan untuk memberikan 
pelayanan terhadap masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) (Nasution, 2010).  
Dengan berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal, diharapkan mampu 
memberikan kinerja yang baik melalui kewenangan daerah dalam menentukan 
alokasi anggaran terkait dengan pengeluaran publik, belanja pembangunan serta 





tersebut dapat merefleksikan prioritas pemerintah daerah ataupun pemerintah 
provinsi dengan baik (Mardisamo, 2002;63).  
 Hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kinerja pemerintah daerah 
dapat dijelaskan melalui Teori Fiskal Federalism, yang menjelaskan bahwa 
dengan adanya penerapan desentralisasi akan mempermudah pemerintah 
dalam proses pengambilan keputusan disebabkan pemerintah daerah lebih 
dekat dengan masyarakatnya, sehingga informasi yang diterima akan lebih baik 
dibanding dengan pemerintah pusat mengenai kondisi masing-masing daerah. 
Dalam pemenuhan barang publik, teori ini juga memperkenalkan adanya dimensi 
persaingan dan kompetisi antar daerah mengenai pengalokasian dana untuk 
pengeluaran publik. Teori ini juga mendukung penerapan desentralisasi dalam 
fungsi distribusi antara pemerintah baik yang di pusat maupun di daerah melalui 
revenue assignment dan expenditure assignment.  
Penerapan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kinerja pemerintah 
daerah (Huther  dan Shah, 1996; Yuhayani, 2008; Manurung, 2012). Sebaliknya, 
desentralisasi fiskal tidak dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah 
(Nasution, 2010; Samekto, 2011; Damayanti, Made dan Anantawikrama. 2015). 
Mahmudi (2003) menyatakan bahwa keberhasilan penerapan NPM di negara 
berkembang sangat bergantung pada faktor kontijensi lokal (localised 
contigency) bukan karena karakteristik nasional secara umum. Faktor-faktor 
seperti korupsi, akuntabilitas, kemampuan administrasi memang mempengaruhi 
kinerja pemerintah, akan tetapi faktor kontijensi lokal lebih besar pengaruhnya 
terhadap penentu keberhasilan atau kegagalan organisasi.  
Beberapa faktor kontinjensi lokal yang besar pengaruhnya terhadap kinerja 





komitmen yang kuat terhadap organisasi maka akan memberikan peningkatan 
terhadap kinerja organisasi (Aisyah, 2017). Dengan adanya kesatuan visi dan 
misi antara bawahan dan atasan, maka akan mempermudah tercapainya 
rencana strategik yang sudah ditetapkan (Fitri, 2014). Faktor lainnya yaitu gaya 
kepemimpinan yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap kelangsungan 
organisasi. Dalam pemerintahan daerah, faktor kepemimpinan berperan dalam 
mengarahkan pegawai untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
yang telah diberikan, sehingga tujuan strategik organisasi akan terpenuhi sesuai 
harapan (Mufarrohah, 2013). 
Penelitian ini akan menggunakan variabel moderasi guna menjawab 
ketidakkonsistenan penelitian terdahulu terkait pengaruh desentralisasi fiskal 
terhadap kinerja OPD, karena variabel moderasi merupakan variabel yang dapat 
mengubah pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependennya. 
Dengan variabel moderasi ini diharapkan akan dapat memperkuat atau 
melemahkan hubungan antar dua variabel (Sholihin dan Ratmono, 2013;88). 
Dalam penelitian ini menggunakan variabel komitmen organisasi dan gaya 
kepemimpinan sebagai variabel moderasi.  
Penelitian ini menggunakan komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan 
sebagai variabel moderasi didasarkan pada teori kontinjensi yang menyatakan 
bahwa ketika suatu organisasi mengharapkan kinerja yang baik, maka organisasi 
harus melakukan penyesuaian sistem terhadap kondisi yang tidak pasti 
mengenai lingkungan, ukuran serta strategi berbisnis (Gerdin dan Grave, 2004). 
Variabel komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan termasuk dalam unsur 
ketidakpastian dalam sebuah organisasi yang dapat meningkatkan kinerja 





Beberapa penelitian mengenai faktor komitmen organisasi sebagai variabel 
moderasi mampu untuk memperkuat kinerja manajerial (Aisyah, 2017; Haryono, 
2008; Wiratno, Pratiwi dan Nurkhikmah, 2011; Sardjito dan Muthaher, 2007) 
ataupun sebagai variabel independen mampu mempengaruhi kinerja 
(Prawitasari, 2012; Mufarrohah, 2013, Fitri, 2014). Abdullah dan Herlin (2010) 
menunjukkan hasil yang berbeda, komitmen organisasi mempunyai pengaruh 
yang lemah secara langsung dengan kinerja manajerial. Penelitian yang 
dihasilkan oleh Nazzarudin (2012); Susanti (2004) juga menyatakan bahwa tidak 
ada pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi anggaran partisipatif 
terhadap kinerja manajerial. Gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi juga 
ditemukan adanya ketidakkonsistenan, gaya kepemimpinan mampu memperkuat 
kinerja manajerial (Aisyah, 2017; Wiratno et al., 2011; Anggraini dan Redy, 
2011), sedangkan Sumarno (2005) dan Cahyadi (2010) menemukan bahwa gaya 
kepemimpinan tidak mampu memoderasi hubungan penyusunan anggaran 
terhadap kinerja manajerial.  
Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian 
terdahulu yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi 
kinerja pemerintah daerah (Huther  dan Shah, 1996; Yuhayani, 2008; Manurung, 
2012). Sebaliknya, desentralisasi fiskal tidak dapat mempengaruhi kinerja 
pemerintah daerah (Nasution, 2010; Samekto, 2011; Damayanti et al., 2015), 
mendorong  peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh 
desentralisasi fiskal pada kinerja OPD. 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 
Yuhayani  (2008) dengan menggunakan komitmen organisasi serta gaya 





belum ada menemukan penelitian antara desentralisasi fiskal pada kinerja OPD 
dengan komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi 
di lingkup pemerintah daerah khususnya di Kota Batu, Kota Malang dan 
Kabupaten Malang (Malang Raya). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka bisa 
dirumuskan pertanyaan dalam penelitian, sebagai berikut :  
1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja OPD ? 
2. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal 
terhadap kinerja OPD ? 
3. Apakah gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal 
terhadap kinerja OPD ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan 
penelitiannya adalah: 
1. Menguji dan memberikann bukti empiris pengaruh desentralisasi fiskal 
terhadap kinerja OPD Kab/Kota di Malang Raya. 
2. Menguji dan memberikan bukti empiris komitmen organisasi  sebagai 
variabel moderasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja 
OPD di Malang Raya. 
3. Menguji dan memberikan bukti empiris gaya kepemimpinan  sebagai 
variabel moderasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja 





1.4 Kontribusi Penelitian 
Hasil penelitian memberikan beberapa kontribusi, yaitu: 
1. Kontribusi Teori 
Hasil penellitian ini dapat memberikan kontribusi pada penerapan teori 
fiskal federalisme, yang membuktikan bahwa kinerja pemerintah daerah 
melalui kinerja OPD dapat ditingkatkan selama pemerintah daerah melalui 
masing-masing OPD diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan 
anggaran belanja daerah.  
2. Kontribusi Praktis 
 Secara praktis penelitian ini: pertama, dapat dijadikan bahan evaluasi 
bagi pemerintah daerah secara umum dan khususnya pada Pemerintah 
Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang dalam penerapan 
desentralisasi fiskal terhadap tercapainya kinerja pemerintah. Kedua, 
dengan melihat faktor komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan dapat 
memberikan manfaat pada pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan 
dalam mengatur regulasi pegawai. 
3. Kontribusi Kebijakan 
Penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 
pemerintah daerah untuk menyusun strategi serta kebijakan-kebijakan guna 
peningkatan kinerja di masing-masing OPD sehingga dapat berimbas 
kepada kinerja pemerintah daerah. 
